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ABSTRAK 

 
Penyimpangan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak 

dapat diterima oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tata cara serta 
norma agama, yang mana cara untuk mendapatkan kenikmatan seksual ini 
dengan jalan yang tidak wajar salah satunya adalah sodomi, sodomi ialah 
penyimpangan seksual terhadap pasangan seks yang berjenis kelamin 
sama dimana hubungan seksual dilakukan melalui anus.   

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan 
hukum tindak pidana sodomi terhadap anak di Indonesia, bagaimana 
perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi, 
bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana 
sodomi dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-
Anak/2021/PN.Kng.. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif 
dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder 
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier. 

Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan hukum tindak 
pidana sodomi terhadap anak di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 
292 KUHPidana, namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak 
korban tindak pidana sodomi adalah dengan pencegahan, terapi dan 
rehabilitas guna untuk mengembalikan kondisi sikorban ke kondisi semula 
dan terhadap anak pelaku dipidana penjara dan pelatihan kerja sesuai 
dengan  Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 
(enam) bulan pelatihan kerja.pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku 
tindak pidana sodomi dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 
2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng adalah semua unsur Pasal 82  ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah 
terpenuhi. 
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ABSTRACT 
 

Sexual deviance is sexual behavior that is unacceptable to society 
and Sexual deviance is sexual behavior that is unacceptable to society and 
is not in accordance with religious procedures and norms, in which the way 
to get sexual pleasure is in an unnatural way, one of which is sodomy, 
sodomy is sexual perversion of sex partners of the same sex the same as 
where sexual intercourse is done through the anus. 

The formulation of the problem in this thesis is how the law regulates 
the crime of sodomy against children in Indonesia, how is the legal 
protection for child victims of sodomy crime, what are the judges' legal 
considerations for the perpetrators of sodomy crimes in the Kuningan 
District Court decision Number 2/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN.Kng.. 

The research conducted was normative juridical law research using 
primary data and supported by secondary data in the form of primary legal 
materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. 

The conclusion from the discussion is that legal arrangements for the 
crime of sodomy against children in Indonesia are regulated in the 
provisions of Article 292 of the Criminal Code, but after the existence of Law 
Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal protection for child 
victims of sodomy is prevention, therapy and rehabilitation in order to return 
the victim's condition to its original state and for the child perpetrators to be 
sentenced to imprisonment and job training in accordance with Article 82 
paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is 
imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months of job training. The 
judge's legal considerations of the perpetrators of the crime of sodomy in 
the Kuningan District Court decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng 
are all elements of Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 
concerning Child Protection has been fulfilled. 
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